
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pegawai Negeri Sipil  

2.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” 

berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) 

sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang 

bekerja pada pemerintah atau Negara.
1
 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS 

adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau 

diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan 

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Kraneburg memberikan pengertian dari PNS yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi 

pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili 

seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann 

denganmenggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antar 

                                                           
11 W.J.S Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 

478. 
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Negara dengan Pegawai Negeri sebagai setiap tiap pejabat yang mempunyai 

hubungan dinas dengan negara. 

2.1.2 Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil 

Adapun unsur-unsur dari pegawai negeri,
2
yaitu sebagai berikut: 

1) Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut 

peraturan perundang-undangan. 

Peraturan perundangan yang mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi 

setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, yang meliputi: 

a. Warga Negara Indonesia. Pembuktian bahwa seseorang itu adalah warga 

negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang 

masih berlaku. 

b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan minimal 35 (tiga puluh lima) 

tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih 

berlaku. 

c. Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. 

d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sesuatu instansi, 

baik instansi pemerintah maupun swasta. 

e. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri 

Sipil. 

                                                           
12 Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian Indonesia, Djambatan, Jakarta, 

hlm. 95.  
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f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang 

diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai 

dengan formasi yang akan diisi.  

g. Berkelakuan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib). 

h. Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter). 

i. Sehat jasmani dan rohani. 

j. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

k. Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 

2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa 

pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentukan Pegawai Negeri berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya kewenangan untuk 

mengangkat Pegawai Negeri berada ditangan presiden sebagai kepala eksekutif, 

namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat) tertentu, presiden dapat 

mendegelasikan kewenangan kepada pejabat lain dilingkungannya masing-

masing. Kewenangan pengangkatan dan pendegelasian tersebut diatur dalam 

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003. 

3) Diserahi tugas dalam jabatan negeri. 

Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu 

jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dan 

negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang 
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dimaksudkan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah jabatan 

dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-

pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan diluar bidang eksekutif 

seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat 

bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai 

negeri, sedangkan hakim agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah 

pejabat negara. 

4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang 

bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah 

mengabdikam dirinya untuk melaksanakan sebagaian tugas pemerintahan dan 

pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan ada gaji yang 

layak secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan 

dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran 

akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga bisa 

bekerja dengan professional sesuai dengan sesuai dengan tuntunan kerjanya.  

Pengaturan mengenai gaji PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 06 

Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 

1977tentang Peraturan Gaji PNS sebaimana telah Sembilan kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007. Selain pemberian gaji 

pokok, pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji 

istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah 
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nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian 

kenaikan gaji istimewa adalah mendorong PNS untuk bekerja lebih baik. 

Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh PNS yang 

bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan 

perkataan lain, apabila PNS yang bersangkutan telah naik pangkat kenaikan gaji 

berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa. 

2.1.3 Jenis Pegawai Negeri Sipil 

Mengenai jenis PNS didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 

1999Pegawai Negeri dibagi menjadi: 

1. Pegawai Negeri Sipil, 

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa 

yang dimaksud dengan pengertian  masing-masing bagiannya, namun disini dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan PNS adalah pegawai 

negeri bukan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
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Berdasarkan penjabaran diatas, PNS merupakan bagian dari pegawai negeri yang 

merupakan aparatur negara. Menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) 

Pegawai Negeri dibagi menjadi: 

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat 

Yang dimaksud  dengan Pegawai Negeri Sipil pusat adalah Pegawai Negeri Sipil 

yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bekerja 

pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Kesekertariat 

Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, 

Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas 

Negara lainnya. 

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri 

Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau 

dipekerjakan diluar instansi induknya. 

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan 

diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima 

perbantuan.
3
 

Di samping pegawai negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), 

pejabat yang berwenang dapat pengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud 

dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dalam jangka 

                                                           
13 Penjelasan Pasal 2 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
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waktutertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang 

bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai 

Negeri.
4
Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai luar PNS 

dan pegawai lainnya (tenaga kerja). Penamaan pegawai tidak tetap merupakan 

salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai 

namun dibatasi oleh dana APBD/APBN dalam penggajiannya.
5
 

2.1.4 Kedudukan Pegawai Negeri Sipil 

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang - Undang No. 43 Tahun 

1999 Pasal 3 ayat (1), yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas 

untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, 

dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan 

pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-

pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum 

pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan 

dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, 

tetapi juga harus mampu menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan 

untuk kepentingan rakyat banyak.
6
 

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri 

merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan 

                                                           
14 Penjelasan Pasal 2 Ayat (3)  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

15 Sri Hartini dan Setiajeng kadarsih, 2004, Diklat Hukum Kepegawaian, Fakultas Hukum 

Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm. 26. 

16  C.S.T Kansil, 1979, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, Pradnya 

Paramitha, Jakarta, hlm, 38.  
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pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada 

kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga 

kesempurnaan dari pegawai negeri (sebagai dari aparatur negara). 

Dalam konteks hukum publik, PNS bertugas membantu presiden sebagai kepala 

pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan 

peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap 

peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan 

peraturan perundang-undangan pada umumnya, pegawai negeri diberikan tugas 

kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang 

pegawai negeri juga wajib dan setia kepada pancasila sebagai falsafah dan 

ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada 

pemerintah. 

2.1.5 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 

Berdasarkan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa kewajiban 

Pegawai Negeri Sebagai Berikut : 

a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, 

serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Pasal 4). 

b. Wajib menaati segala peraturan perndangan-perundangan yang berlaku dan 

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh 

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab (Pasal 5). 
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c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya hanya dapat mengemukakan 

rahasia jabatan kepada atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa 

undang-undang (Pasal 6).   

Kewajiban PNS adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai 

negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu: 

1. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.  

2. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas 

dalam jabatan. 

3. Kewajiban-kewajiban lain.
7
 

Untuk menjunjung tinggi kedudukan PNS, diperlukan elemen-elemen penunjang 

kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, 

jujur, tertib, bersemangat dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan 

tugas kedinasan. 

a. Kesetiaan berarti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk 

mewujudkan dan mengamalkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.  

b. Ketaatan berarti kesanggupan seseorang untuk menaati segala perarturan 

perundang-undangan dan peraturan (kedinasan) yang berlaku serta 

kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. 

                                                           
17 Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta,  

hlm. 103. 
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c. Pengabdian merupakan kedudukan dan peranan pegawai negeri Republik 

Indonesia dalam hubungan formal baik dengan Negara maupun dengan 

masyarakat. 

d. Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat akan dirinya. 

e. Jujur berarti lurus hati; tidak curang dalam melaksanakan tugas dan 

kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan 

kepadanya. 

f. Menjunjung tinggi berarti memuliakan dan menghargai dan menaati 

martabat dan kehormatan bangsa  

g. Cermat berarti  teliti dan sepenuh hati. 

h. Tertib berarti menaati peraturan dengan baik. 

i. Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk bekerja 

keras dengan tekad yang bulat dalam melaksankan tugas dalam rngka 

pencapaian tujuan. 

j. Rahasia berarti sesuatu yang tersembunyi hanya dapat diketahui oleh 

seseorang ataupun beberapa orang. 

k. Tugas kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan 

untuk dilakukan tehadap bagian pekerjaan umum yang mengurus sesuatu 

pekerjaan tertentu. 
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2.1.6 Hak Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Herzberg, setiap manusia memerlukan dua kebutuhan dasar, yaitu: 

1. Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan mempertahankan 

kebutuhan hidup. 

2. Kebutuhan untuk tumbuh, kembang, dan belajar.
8
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditetapkan bahwa hak 

Pegawai Negeri Sipil Sebagai Berikut : 

a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuaidengan 

beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima oleh pegawai 

negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya 

(Pasal 7). 

b. Setiap PNS berhak atas cuti (Pasal 8). 

c. Setiap PNS yang ditimpa oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan 

tugas dan kewajibannya berhak memperoleh perawatan, PNS yang 

menderitacacatjasmani atau rohani dalam dan kareana menjalankan 

tugasnya dalam kedinasan yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi 

dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan, PNS yang tewas 

keluarganya berhak memperoleh uang duka (Pasal 9). 

d. Setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas 

pensiun (Pasal 10). 

 

                                                           
18 Burhanudin A. Tayibnapis, 1986, Administrasi Kepegawaian; Suatu tinjauan Analitik, 

Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 348–350. 
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2.2 Pelaksanaan 

2.2.1 Pengertian Pelaksanaan  

Pelaksanaan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, 

perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).
9
 Secara etimologi 

pengertian pelaksanaan atau implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat 

berupa Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Peradilan dan 

Kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi atau pelaksanaan 

merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok, badan pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalm 

suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.  

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi atau pelaksanaan 

kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 

a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan. 

b. Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan. 

c. Adanya hasil kegiatan. 

 

 

                                                           
19 W.J.S Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 

518. 
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2.3 Izin 

2.3.1 Pengertian Izin 

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang 

sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan 

hukum melakukan sesuatu hal yang rnenurut peraturan perundang-undangan harus 

memiliki izin. terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari 

izinnya tersebut. 

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin adalah suatu penetapan 

yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang”.
10

Pada 

umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi : “Dilarang tanpa 

izin memasuki areal/lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan 

rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh 

pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan 

penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabatpejabat administrasi 

negara yang bersangkutan. 

Menurut Utrecht “Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu 

perbuatan, tetapi masih juga mernperkenankannya asal saja diadakan secara 

yangditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi 

negara yang memperkenankan  perbuatan tersebut bersifat suatu izin”.
11

 

                                                           
20 Prajudi Admosudirjo, 1998,  Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, 

hlm. 94. 

21 Bachsan Mustafa, 2001,Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 80.   
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Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata perizinan 

mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang 

berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh 

mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi. 

Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.  

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi 

sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang 

biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang 

sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang 

dilakukan. 

2.4 Belajar 

2.4.1 Pengertian Belajar 

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia “Belajar” adalah usaha untuk 

memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan 

yang disebabkan oleh pengalaman.
12

 

Menurut Drs. Slameto “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu  itu sendiri di dalam interaksi dengan 

lingkungannya”.
13

 

                                                           
22 W.J.S Poerwadarminta, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 
23 Djamarah, Syaiful Bahri, 1999,Psikologi Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22. 
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2.4.2 Ciri-ciri Belajar 

1. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), maupun nilai dan 

sikap (afektif). 

2. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja melainkan menetap atau dapat 

disimpan. 

3. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja melainkan harus dengan usaha. 

Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 

4. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik/ 

kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. 

2.5 Dasar Hukum dan Tujuan Izin Belajar 

2.5.1 Dasar Hukum Izin Belajar 

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892/808/SJ tanggal 9 Januari 

1990 perihal Petunjuk Pemberian Izin belajar PNS. 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 

Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar di Lingkungan Kementrian 

Kesehatan. 

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan 

Pemerintahan Provinsi lampung. 

4. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman dan Tata Cara Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar dan Izin 

Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 
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2.5.2 Tujuan Izin Belajar 

Tujuan izin belajar dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2012 menegaskan 

Pemberian Izin Belajar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 

profesionalisme PNS di llingkungan Kementrian Kesehatan sebagai upaya 

meningkatkan pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu 

dalam jumlah jenis yang sesuai dengan kebutuhan.
14

 

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2007 

menegaskan Pemberian Izin Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan pembentukan sikap profesionalisme aparatur dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat.
15

 

Pasal 8 Ayat (2)Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2012 

menegaskan Pemberian Izin Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan pembentukan sikap profesionalisme aparatur dalam 

rangkapelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat.
16

 

 

                                                           
24 Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2012.  

25 Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung No. 08 Tahun 2007. 

26 Lihat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2012. 


